PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH
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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 000.8.3.3/99/Setda/Tahun 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENYUSUNAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOTA MAKASSAR SUB KEGIATAN
FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan
kegiatan sosialisasi penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Kota Makassar pada sub kegiatan fasilitasi
pelayanan publik dan tata laksana Tahun Anggaran 2026,
dipandang perlu menunjuk Narasumber yang berkompeten
pada kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Daerah tentang Penunjukan Narasumber pada Kegiatan
Sosialisasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kota
Makassar Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2026;

Mengingat + 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);



. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota
Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 7071);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja Instansi Pemerintah Dalam Rangka Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);

12, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2025 Nomor 6);

13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 59 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar (Berita
Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 59);

14, Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota
Makassar Tahun 2025 Nomor 31};

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN
NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENYUSUNAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOTA MAKASSAR SUB
KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2026.

Menunjuk 5 (lima) Orang Pejabat Eselon II/Min. S2/yang
disetarakan sebagai Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kota Makassar Sub
Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran
2026.

Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertugas memberikan materi, pendampingan teknis, serta
fasilitasi diskusi terkait pelaksanaan kegiatan Sosialisasi
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kota Makassar
Tahun Anggaran 2026.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-perundangan sebesar Rpl.000.000,00/Orang/
Jam/Kegiatan.

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar
Tahun Anggaran 2026.

Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan
Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Narasumber
pada Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Kota Makassar Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan
Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kota Makassar Tahun Anggaran 2026, diatur lebih lanjut oleh
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

PARAF KOCRDIMASI pada tanggal 05 Januari 2026
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SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
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Tembusan:
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1. Wali Kota Makassar;

2. Inspektur Daerah Kota Makassar;

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota

Makassar;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar;

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.
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